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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Jelang Ramadhan dan Reyhan Alif Rachmadsyah (2023) Sumber
daya manusia atau yang disingkat dengan SDM merupakan seseorang dengan
tingkat produktif yang berbeda dengan orang lain yang mana produktivitas yang
dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan, Menurut
Febriyanti dan Laura Sampe (2024) Sumber daya Manusia adalah sumber
kekuatan pendorong utama dalam perusahaan sekaligus menjadi pusat
pengendali seluruh elemen-elemen sumber daya yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya
Manusia adalah seseorang dengan tingkat produktifitas yang tinggi sehingga
menjadi pendorong utama bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara
efektif dan efisien. SDM bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan melainkan
menjadi inti dari setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga
evaluasi program kerja, sehingga kualitas dan kompetensi SDM sangat
menentukan arah dan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu
penyebab kesuksesan instansi adalah sumber daya manusianya yang berkualitas
(Febriyanti dan Laura Sampe 2024). Kaitan erat antara peran SDM dan
kesuksesan sebuah organisasi menghasilkan konsep Manajemen Sumber Daya
Manusia.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah disiplin ilmu dan praktik
yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuan strategis secara efektif dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya
mencakup administrasi kepegawaian, tetapi juga seluruh siklus pengelolaan

manusia, mulai dari perencanaan, motivasi, hingga pemutusan hubungan kerja.



MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai
tujuan secara efektif dan efesien (Samsuni,2019).

Dalam konteks organisasi baik di sektor publik maupun swasta, MSDM
bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi individu melalui strategi perencanaan,
dan pengendalian SDM agar selaras dengan visi dan misi institusi. Terlebih dalam
era reformasi birokrasi, manajemen SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan
aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.
Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan
SDM, karena tanpa pengelolaan yang baik, upaya peningkatan kualitas birokrasi
hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Fathya (2017) menjelaskan
bahwa Reformasi birokrasi pada area perubahan Manajemen SDM aparatur
sendiri bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, melalui
strategi yang tepat dalam rekrutmen, pelatihan, motivasi, serta penempatan
pegawai berdasarkan kompetensi, manajemen SDM dapat menjadi tulang
punggung keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan birokrasi.
Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) menjadi salah satu
instrumen dalam manajemen SDM untuk merealisasikan reformasi birokrasi yang
efektif dan efisien. Melalui proses dengan memastikan penempatan pegawai
berbasis kompetensi dan distribusi tugas yang proporsional, sehingga
menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, dan efisien dalam pelayanan
publik.

Penyusunan analisis jabatan dan Aanalisis beban kerja pada sebuah
Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (PermenpanRB) Nomor 1 tahun 2020 tentang “Pedoman Analisis Jabatan
Dan Analisis Beban Kerja” yang memiliki 17 (Tujuh Belas) butir informasi jabatan

diantaranya nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, kualifikasi



jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab,
wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat
jabatan, prestasi kerja yang diharapkan, kelas jabatan dan memiliki informasi
megenai analisis beban kerja bagi suatu jabatan. Pada pasal dua dan pasal
sepuluh dalam PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa seluruh
instansi pemerintah wajib untuk melakukan penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban kerja serta melakukan penyesuaian terhadap format yang berlaku
paling lambat dua tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Penerapan Anjab dan ABK ini bertujuan untuk memastikan bahwa instansi
pemerintah dapat menghasilkan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang
berintegritas dan memiliki jiwa profesionalisme, sebagaimana yang dicantumkan
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa Manajemen Pegawai Negeri
Sipil adalah pengolahan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Berdasarkan dari peraturan yang ada, maka seluruh instansi
pemerintahan baik dalam lingkup provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk
melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada instasinya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau biasa disebut dengan (Dispora)
Kabupaten Jeneponto yang berletak di Balang, Binamu, Kabupaten Jeneponto,
Sulawesi Selatan, sudah memiliki analisis jabatan namun masih memiliki beberapa
poin yang belum mengikuti sesuai dengan pedoman yang berlaku dan juga belum
melakukan penyusunan terhadap analisis beban kerja yang seharusnya disatukan
dalam format analisis jabatan yang ada.

Hasil pra-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa
instansi ini memiliki beberapa hambatan dalam melakukan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja. Salah satunya adalah belum adanya pegawai

yang ahli atau mumpuni dalam melakukan penyusunan tersebut dikarenakan



pegawai yang melakukan penyusunan pada saat itu adalah pegawai yang baru
memiliki masa kerja selama dua tahun dan belum menerima sosialisasi dari pihak
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Jeneponto selama melakukan
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Akibatnya, terjadi
kekeliruan dalam hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto.

“yang pertama itu kurangnya kompetensi dan pengetahuan

mengenai anjab dan abk ini apalagi saya disini baru

bekerja seama 2 tahun.”

WWC/I/43

‘kalo saya sendiri selama bekerja disini dan selaku

penyusun anjab abknya dispora belum pernah dapat
mungkin karna memang koordinasinya langsung lewat

kepala bagian umum.”
WW(C/ 1/45

Tabel 1

Perbedaan Format Anjab Dispora & PermenpanRB No 1 Tahun 2020

Indikator Format Anjab PermenPAN-RB No 1
Pembeda Dispora Kab. Jeneponto Tahun 2020
Unit kerja Menggunakan eselon 1 hingga Menggunakan Jpt hingga
4 Jabatan Fungsional
Kedudukan Masih ada Sudah dihapuskan
dalam
struktur
organisasi
Kualifikasi Tidak ada Ada
jabatan

Tugas pokok

Hanya berisi uraian tugas dan
tahapannya

Berisi uraian tugas, hasil
kerja, jumlah hasil, waktu
penyelesaian, waktu efektif,
dan kebutuhan pegawai

Syarat
jabatan

Pangkat/gol, pendidikan,
kursus, pengalaman kerja,
pengetahuan kerja,
keterampilan kerja, bakat
kerja, tempramen kerja, minat
kerja, upaya fisik, kondisi fisik,

Keterampilan kerja, bakat
kerja, tempramen kerja,
minat kerja, upaya fisik,

kondisi fisik, fungsi
pekerjaan. Pangkat hingga
pengetahuan kerja sudah

fungsi pekerjaan. dihapuskan.
Kelas jabatan Tidak ada Sudah ada
Butir Ada Sudah di hapuskan
informasi lain

Sumber : Format Anjab Dispora & PermenpanRB No 1 Tahun 2020




Berdasarkan tabel diatas yang dihasilkan dari telaah dokumen antara
Format Analisis Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten jeneponto
dengan Format analisis jabatan dan analisis beban kerja pada PermenpanRB No
1 Tahun 2020 menerangkan bahwa banyak poin yang sudah berbeda antara
kedua dokumen tersebut. Perbedaan yang terjadi tentu membawa dampak
langsung terhadap akurasi data pegawai di Dispora Kabupaten Jeneponto
diantaranya validitas perhitungan kebutuhan pegawai dan perhitungan beban
kerja untuk setiap jabatan. Penggunaan format yang tidak sesuai menyebabkan
informasi yang disajikan menjadi tidak komprehensif dan sulit dijadikan dasar
pengambilan keputusan yang strategis. Selain itu, pegawai tidak memperhatikan
tugas sebenarnya yang sesuai dengan jabatan yang didudukinya dikarenakan
pegawai hanya menjalankan tugas sesuai yang di perintahkan oleh atasan serta
bagi organisasi tidak memiliki data tentang berapa jumlah pegawai yang
dibutuhkan dalam mengisi jabatan yang kosong sehingga sampai saat ini jabatan
kosong yang ada pada Bidang peningkatan Prestasi Olahraga masih mengalami
kekosongan.

“kalo selama ini mungkin tidak ternotic ki karna kita kan
istilahnya hanya menjalankan tugas saja. Tapi setelah
saya fikir pentingnya anjab dan abk. Masalah selama ini
itu, tentunya format anjab dan abk yang belum terbaru,
melihat disini juga banyak jabatan yang kosong sehingga
ketimpangan beban kerja sudah pasti tidak merata karna
biasa juga ada pegawai yang mengerjakan tugas, dan
terakhir karna tidak adanya ini anjab dan abk sehingga
kami disini belum memiliki data mengenai berapa jumlah
pegawai yang kami butuhkan dalam mengisi jabatan
jabatan yang masih kosong.”

WWC/I75

Pembaharuan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang
disesuaikan dengan pedoman format terbaru yaitu PermenpanRB No. 1 Tahun

2020 memungkinkan sebuah instansi pemerintah dalam menciptakan struktur

organisasi yang lebih efisien dan proporsional, dimana pembagian tugas dan



tanggung jawab setiap jabatan menjadi jelas, beban kerja terdistribusi secara
imbang, serta memiliki dokumen perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih
akurat, terukur, objektif dan akuntabel.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan pada Pasal 10 bahwa ‘Instansi
Pemerintah wajib menyesuaikan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja
berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 2 tahun terhitung sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan” namun yang terjadi pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga khususnya Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah sudah
melakukan penyesuaian tersebut. Akan tetapi, belum adanya pegawai yang ahli
serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bagian Organisasi dan Tata
Laksana kabupaten Jeneponto sehingga dalam proses pembaharuan Anjabnya
masih menggunakan format lama dan belum memiliki ABK. Oleh sebab itu,
berangkat dari permasalahan tersebut dan permasalahan lain yang sebelumnya
telah dijelaskan pada latar belakang di atas mendasari peneliti untuk melakukan
penelitian berjudul “Pembaharuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Jeneponto” sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan rumusan masalah
bagaimana Pembaharuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Dinas

Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Jeneponto?



C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses Penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada di Dinas Kepemudaan dan olahraga
Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020

D. Manfaat penelitian
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti
diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:
1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
dalam pembuatan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja
(ABK)

b. Dapat menjadi referensi akademik bagi studi lanjutan yang membahas
topik serupa dalam konteks instansi pemerintahan maupun organisasi
lainnya

c. Dapat digunakan dalam penerapan ilmu manajemen terkhusus dibidang
sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Jeneponto
Penelitian ini membantu instansi dalam pembaruan Analaisis Jabatan
dan penyusunan Analisis Beban Kerja sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020, untuk meningkatkan efisiensi dan

transparansi administrasi kepegawaian.



b. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan
kapasitas akademik dan profesional dalam menganalisis kebijakan
manajemen SDM di sektor pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian dapat
berkontribusi pada implementasi kebijakan publik dengan memberikan
rekomendasi berbasis data bagi pembuat kebijakan terkait strategi
manajemen ASN yang lebih efektif serta dapat menjadi referensi bagi peneliti

lainnya



